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ABSTRAK 

 

Mona Oktary : Analisis Permasalahan dan Upaya Optimalisasi Pajak Parkir 

dalam rangka meningkatkan PAD Kota Bukittinggi (Studi Kasus 

Kota Bukittinggi) 

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE, M.Si 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang 

menyebabkan realisasi Pajak Parkir di Kota Bukittinggi pada tahun 2021-2024. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah penelitian kualitatif. 

Data dikumpulkan melalui tanya jawab dengan Salah satu Kasubid Pendapatan 

di Badan Keuangan Kota Bukittinggi , petugas parkir dan pengguna jasa parkir . Data 

yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif dan hasil 

penelitian diketahui bahwa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target 

pajak parkir selain faktor pembukuan yang masih manual ,adanya penambahan lokasi 

titik parkir yang tidak mau membayar , adanya bencana alam, serta keterbatasan 

jumlah personil dilapangan. 

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah masih belum berjalan 

secara optimal dikarenakan rendahnya kesadaran dari wajib pajak serta masih 

lemahnya pengawasan dan sosialisasi menyebabkan banyak titik parkir tidak 

membayar bahkan menghindari pajak. 

Kata Kunci :Pajak Parkir , PAD, Kota Bukittinggi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak berperan penting dalam membiayai keperluan negara dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan serta menunjang pemerintahan daerahnya 

(Mardiasmo, 2011). Dengan meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan, 

diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada 

masyarakat .Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).Pajak daerah dan retribusi 

daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting 

guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2011). 

Tujuan dasar otonomi daerah yaitu kemandirian, yang menjadikan peran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi strategis. Artinya, dalam jangka panjang 

setiap daerah diharapkan dapat mandiri dengan mengoptimalkan PAD sebagai pilar 

sumber penerimaan daerah yang pokok (Sidik, 2002). Upaya optimalisasi (PAD) bagi 

daerah menjadi faktor penting dalam perencanaan strategi belanja daerah, karena 

kemandirian fiskal yang kuat memungkinkan pemerintah daerah lebih leluasa dalam 

menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik." 
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Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan 

Asli Daerah, bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari empat sumber yaitu pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisah, dan lain-lain PAD 

yang sah.Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan suatu 

daerah dari sumber-sumber di dalam daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan 

daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan Pendapatan Asli Daerah 

adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi 

daerah sesuai dengan potensi daerah, sehingga daerah dapat mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya lokalnya secara optimal tanpa bergantung pada alokasi 

anggaran dari pemerintah pusat. 

Dengan demikian, pemerintah daerah diharuskan untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah sebagai modal untuk menyukseskan tujuan pembangunan 

daerah. Hal ini penting karena pembangunan daerah menentukan kemampuan suatu 

daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan 

pembangunan. Semakin tinggi porsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan 

suatu daerah, maka semakin besar pula kemandirian daerah tersebut dalam membiayai 

kewajiban pembangunan. Pendapatan Asli Daerah memberikan wewenang kepada 

pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi 

daerah sebagai cerminan desentralisasi sehingga memungkinkan daerah mengelola 

urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri sesuai dengan karakteristik , 

kebutuhan dan potensi yabg dimilikinya . 
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Komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil pemisahan pengelolaan kekayaan derah, dan 2 sumber-sumber 

lain yang sah, memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah diatur dengan memungkinkan setiap daerah untuk meningkatkan pajak dan 

retribusi daerah.Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terbuka dan jelas 

untuk menjamin akuntabilitas kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu 

berkerja keras untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan 

menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat 

dalam hal pembayaran PAD. Selain itu pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanan public secara konsisten agar masyarakat merasakan manfaat 

langsung darii kontribusi mereka melalui PAD. 

Menurut Erry (2005:52) menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah dapat dicapai dengan meningkatkan penerimaan dari pendapatan pajak dan 

retribusi daerah yang memerlukan strategi perluasan basis pajak serta perbaikan 

menyeluruh dalam proses perpajakan di tingkat daerah , sehingga bisa mencakup 

potensi yang diperoleh dari pendapatan menjadi sumber sumber lokal dapat 

dimaksimalkan secara efektif dan efisien.Pada akhirnya, peningkatan PAD ini tidak 

hanya akan memperbesar kapasitas fiskal daerah, tetapi juga akan mendukung 

keberlanjutan pembangunan daerah secara mandiri dan berkelanjutan." 
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Peran pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

semakin penting, karena upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah 

berdampak langsung pada kinerja pembangunan daerah yang dapat memperbaiki 

kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan 

lokal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengenai pajak dan 

retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pembayaran yang harus dibayarkan oleh 

perorangan atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung untuk 

mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah juga 

merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mencakup berbagai 

jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, 

dan pajak restoran. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengenai pajak dan 

retribusi daerah. Pajak daerah merupakan pembayaran yang harus dibayarkan oleh 

perorangan atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung untuk 

mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah juga 

merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mencakup berbagai 

jenis pajak seperti pajak parkir ,pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, 

pajak hotel, dan pajak restoran. Peran pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) semakin penting, karena upaya untuk meningkatkan pendapatan 

pajak daerah berdampak langsung pada kinerja pembangunan daerah . 
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Peraturan Pemeritah RI Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk membiayai 

pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk 

mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak parkir 

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah tingkat 

kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI tahun 2009. Pajak parkir yang 

dimaksud adalah setiap pelayanan yang disediakan di parkiran di pungut pajak, ini di 

jelaskan didalam Peraturan daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2012 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepala daerah yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi 

kemakmuran rakyatnya (Mardiasmo, 2016:14). Retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan (Marihot 2016).Parkir kendaraan merupakan salah satu retribusi daerah 

yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah yang cukup besar (Mardiasmo, 

2011). 

Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat yang setiap 

tahun nya menarik ribuan wisatawan domestic maupun mancanegara , Kota 

bukittinggi seharusnya mampu mengelola dan mengomptimmalkan potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sector pajak parkir secara lebih 

maksimal,mengingat tingginya mobilitas kendaraan di Kawasan objek wisata . 
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Pemerintah Kota Bukittinggi sudah seharusnya dapat mengelola penyediaan 

tempat parkir tersebut dengan baik dikarenakan mobilitas kendaraan roda dua maupun 

roda empat yang cukup tinggi. Selain karena kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

menjamin terselenggaranya pelayanan public yang menjadi kewenangannya, pada 

akhirnya pengelolaaan parkir yang baik oleh Pemerintah Kota Bukittinggii akan dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak parkir. 

Menurut data Badan Keuangan Kota Bukittinggi pada tahun 2024 dapat dilihat 

bahwa realisasi jumlah penerimaan pajak parkir di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada 

tabel di bahwa ini: 

Tabel 1 1 .Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Bukittinggi Tahun 

2021- 2024 

 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2021 292,088,535 298,836,265 102,31 % 

2022 400,000,000 322,475,568 80,62 % 

2023 400,000,000 237,645,300 59,41 % 

2024 200,000,000 111,341,380 85,43 % 

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada 4 tahun terakhir terjadi yaitu 

dari tahun 2021-2024 realisasi penerimaan pajak parkir tidak tercapai dan mengalami 

penurunan setiap tahun nya. Sebagai  sumber  pendapatan  penting  bagi  daerah 
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terutama di Kota Bukittinggi dengan potensi pariwisata dan kuliner yang besar, 

dimana banyak wisatawan luar daerah /luar negeri yang berkunjung ke Kota 

Bukittinggi yang menggunakan kendaraan pribadi motor / mobil bahkan wisatawan 

rombongan menggunakan bus besar yang menyebabkan kadang lahan parkir di Kota 

Bukittinggi tidak mencukupi dan yang seharusnya penerimaan pajak parkir tercapai 

sesuai dengan target tetapi tidak tercapai target Realisasi pajak parkir di Bukittinggi 

tidak dapat mencapai target karena satu titik parkir yang pembukuan nya masih manual 

sehingga pembukuan nya tiidak akurat. 

Kurangnya pengawasan dari petugas ke lapangan dan menyebabkan juru parkir 

tidak melaporkan sesuai dengan yang sebenarnya yang menyebabkan adanya 

penambahan titik lokasi parkir yang tidak melapor ke badan keuangan dan adanya 

pengaruh bencana alam gunung merapi yang menyebabkan kurangnya peminat 

wisatawan ke bukittinggi 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini 

sehingga akan diketahui faktor yang menyebabkan realisasi pajak parkir pada tahun 

2021-2024 tidak mencapai target dan upaya optimalisasi apa yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD Kota Bukittinggi. maka dengan ini, 

penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Permasalahan Pajak 

Parkir dan Upaya Optimalisasi Dalam Rangka Meningkatkan PAD Kota 

Bukittinggi” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan yaitu: 

1. Apa permasalahan yang menyebabkan realisasi Pajak Parkir pada tahun 2021-2024 

tidak mencapai target? 

2. Apa solusi yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan PAD 

Kota Bukittinggi dari sektor pajak parkir 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu: 

a. Untuk mengetahui permasalah yang menyebabkan realisasi Pajak Parkir pada tahun 

2021- 2024 tidak mencapai target 

b. Untuk mengetahui upaya optimalisasi yang harus dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Bukittinggi untuk meningkatka PAD Kota Bukittinggi. 

D. Manfaat Penelitian 

 

a. Bagi penulis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana berlatih untuk memperluas wawasan 

tentang ilmu untuk dapat menyikapi kemungkinan masalah yang timbul dari penelitian 

ini dan sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Jurusan Akuntasi Diploma 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. 
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b. Bagi Universitas 

 

Sebagai bahan perpustakaan yang akan digunakan oleh para mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dalam proses mempelajari pembuatan tugas akhir, khususnya dalam bidang 

kajian akuntansi. 

c. Bagi Pihak Instansi 

 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah 

Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir . Misalnya mengetahui 

tentang Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata mengalami 

penurunan selama Tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dengan adanya hal tersebut, 

sehingga pemerintah daerah akan mencari tahu penyebab dari penurunan retribusi 

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, sehingga pemerintah daerah 

dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan 

penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah 

ditetapkan. 

d. Bagi Pihak Lain 

 

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang 

berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat 

memberikankontribusi pada bidang yang sama 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dan 

upaya optimalisasi Pajak Parkir dalam rangka meningkatkan PAD Kota bukittinggi 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Masalah yang menyebabkan tidak tercapainya target Pajak Parkir antara lain seperti: 

Terdapat di salah satu titik parkir yang di kelola oleh Badan Keuangan Kota 

Bukittinggi pembukuan pajak parkir yang masih manual yaitu di lokasi parkiran 

LORIKA FAMILY yang beralamat di parkiran Rs Ibnu Sina Bukittinggi yang 

dimana pengelola parkiran tersebut merupakan warga setempat dan menjadi 

hambatan utama dalam pengelolaan data dan pelaporan. Proses yang tidak 

terkomputerisasi menyulitkan pencatatan yang akurat dan memperbesar potensi 

terjadinya ketidaksesuaian data antara penerimaan dan laporan. Dan lainnya 

menunjukkan perbedaan signifikan antara pendapatan yang sebenarnya dan yang 

dilaporkan. Hal ini menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang 

diharapkan, lalu munculnya lokasi-lokasi parkir baru yang tidak melapor ke Badan 

Keuangan menyebabkan pendapatan pajak tidak tercatat secara menyeluruh 

meskipun telah diberikan surat teguran. Contohnya yaitu parkiran Gedung Sovya 

Bukittinggi ,Rest Area RM Nasi Kapau Linda dan Parkiran Rs Tentara Bukittinggi. 

Hal ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dan kurangnya kesadaran dari pihak 
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pengelola parkir terhadap kewajiban perpajakan. Lalu Preferensi masyarakat untuk 

menggunakan parkir di tepi jalan umum menunjukkan rendahnya minat terhadap 

parkiran resmi. Selain menimbulkan kemacetan, kondisi ini juga berdampak pada 

menurunnya pendapatan dari parkir resmi yang seharusnya memberikan kontribusi 

terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Lalu Terbatasnya jumlah personel di 

Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengakibatkan kurang optimalnya pengawasan 

dan pengelolaan pajak parkir. Kekurangan tenaga kerja membuat proses monitoring 

terhadap lokasi-lokasi parkir menjadi tidak maksimal. Selanjutnya Dampak bencana 

alam Gunung Marapi yang terus erupsi mengeluarkan abu nya setiap hari di 

Kabupaten Agam dan juga berdampak ke sekitar kota bukittinggi turut 

memengaruhi kondisi sosial ekonomi di Kota Bukittinggi. Peristiwa ini 

menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, termasuk operasional parkir yang 

berdampak pada penurunan penerimaan pajak. 

2. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi masih berjalan 

kurang optimal seperti Sosialisasi dan pelatihan mengenai tata cara pembukuan 

pajak parkir yang baik dan benar belum optimal maka akan dilakukan sosialisasi 

terhadap objek pajak parkir karena sosialisasi ini sangat penting untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan di sektor parkir. Upaya 

selanjutnya adalah Badan Keuangan Kota Bukittinggi telah berusaha menjalin kerja 

sama dengan TNI , Polri , Kejaksaan dan Satpol pp untuk melaksanakan penindakan 

dan pengawasan bagi seluruh wajib pajak yang tidak patuh sesuai dengan ketentuan 

dan diberikan sanksi secara tegas dan telah membuat satu tim. Pemerintah daerah 
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juga telah berupaya meningkatkan ketersedian tempat parkir resmi dan 

memperbaiki namun hasilnya teteap belum optimal karena masyarakat banyak 

memilih parkir liar daripasa parkir resmi yang d anggap ribet . 

B. Saran 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada Badan Keuangan Kota 

Bukittinggi, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut: 

1. Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu merancang sosialisasi yang terstruktur 

dan menyeluruh tentang pentingnya cara pembukuan pajak parkir yang baik dan 

benara agar hasil yang diperoleh balance dengan pendapatan yang di dapat. 

Program ini dapat berupa penyuluhan / sosialisasi langsung kepada pengelola 

parkiran tentang tata cara pembukuan yang benar, serta penerbitan buku panduan 

atau materi edukatif yang mudah dipahami. Dengan meningkatkan pemahaman 

dan kesadaran, diharapkan wajib pajak parkir akan lebih mengerti dalam tata cara 

pembukuan yang benar . 

2. Badan Keuangan Kota Bukittinggi perlu mengalokasikan sumber daya yang 

memadai untuk meningkatkan kapasitas personil yang terlibat dalam pengawasan 

pajak, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak petugas 

lapangan yang terlatih untuk memonitor dan mengelola data pajak secara efisien.. 

3. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi terkait adanya 

penambahan titik lokasi parkir yang tidak mau melapor pajak nya dan menegaskan 
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bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak akan berdampak serius pada reputasi 

bisnis dan dapat menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan. 
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